
SOSIALISASI PAJAK PPN DAN PPH PASAL 22,23,FINAL PASAL 4 AYAT 2 SERTA CMS 

KORPORASI (CMS NON KASDA)

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMAHAMAN TENTANG SOSIALISASI PAJAK 

PPN DAN PPH PASAL 22,23,FINAL PASAL 4 AYAT 2 SERTA CMS KORPORASI (CMS NON 

KASDA) BAGI PARA BENDAHARA PENGELUARAN / PENGELUARAN PEMBANTU MAKA 

DILAKUKAN SOSIALISASI PADA HARI SENIN , 29 APRIL 2019 DI LEE POLONIA HOTEL 

MEDAN. 

ACARA DIBUKA OLEH KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH 

YAITU BAPAK Drs. DASWAR PURBA DAN DITUTUP OLEH KASUBBID KAS DAERAH YAITU

IBU HJ. HALIMATUSSA’DIAH, SE , MAP.

DALAM  RANGKA  MEWUJUDKAN  SISTEM  PERPAJAKAN  YANG  NETRAL,

SEDERHANA,  STABIL,  DAN  MENINGKATKAN  KEPASTIAN  HUKUM  SERTA  KEADILAN,

SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL SECARA MANDIRI, SESUAI DENGAN

AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  7  TAHUN  1983  TENTANG  PAJAK  PENGHASILAN

SERTA  PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN   NOMOR  64/  PMK.05/  2013  TENTANG

MEKANISME  PENGAWASAN  TERHADAP  PEMOTONGAN/  PEMUNGUTAN  DAN

PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH. 

BENDAHARA  PENGELUARAN/  BENDAHARA  PENGELUARAN  PEMBANTU  OPD

MEMILIKI PERAN PENTING SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK

LAINNYA  YANG  BERSUMBER  DARI  DANA   BELANJA  APBD,  SERTA  WAJIB

MENYETORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK TERSEBUT  KE REKENING KAS

UMUM  NEGARA,  UNTUK  MENGOPTIMALKAN  PENCAPAIAN  TARGET  PENERIMAAN

NEGARA YANG BERASAL DARI SEKTOR PAJAK, GUNA MENSUKSESKAN PENCAPAIAN

TARGET PEMBANGUNAN SESUAI 

DENGAN  ARAH  KEBIJAKAN  FISKAL  YANG  TELAH  DITETAPKAN  OLEH

PEMERINTAH PUSAT. 

TUJUAN  DILAKSANAKANNYA  KEGIATAN  SOSIALISASI  INI,  ADALAH  SEBAGAI

BENTUK  PEMBINAAN  BENDAHARA  UMUM  DAERAH  UNTUK  MENINGKATKAN

KEPATUHAN  PARA  BENDAHARA  PENGELUARAN/   BENDAHARA  PENGELUARAN

PEMBANTU  OPD  DALAM  MELAKSANAKAN  KEWAJIBAN  PERPAJAKANNNYA  TERKAIT



KEWAJIBAN  PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN  PAJAK  MAUPUN  PENYETORAN  SERTA

PELAPORAN  PAJAKNYA  ATAS  REALISASI  PEMBAYARAN  DALAM  RANGKA

PELAKSANAAN BELANJA DAERAH.  SEHINGGA  TIDAK ADA PIHAK YANG DIRUGIKAN,

BAIK BAGI PIHAK YANG DIPOTONG ATAUPUN NEGARA DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA

PAJAK YANG TIDAK DIPOTONG DAN DISETOR KE KAS NEGARA.  SERTA TIDAK ADA

BENDAHARA  PENGELUARAN/BENDAHARA  PENGELUARAN  PEMBANTU  OPD

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  TERSANGKUT MASALAH

HUKUM HANYA KARENA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA BENAR. 

PADA PELAKSANAAN SOSIALISASI INI, PT BANK SUMUT SEBAGAI SELAKU BANK

PERSEPSI PEMBAYARAN MELALUI SP2D ATAS TAGIHAN BELANJA APBD PEMPROVSU,

JUGA AKAN MEMPERKENALKAN DEMO APLIKASI CMS KORPORASI (CMS NON KASDA)

YANG  BERTUJUAN  UNTUK  UNTUK  MEMPERMUDAH  PELAKSANAAN  TRANSAKSI

PEMBAYARAN  TAGIHAN  BELANJA  OPD  OLEH  BENDAHARA  PENGELUARAN  DAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU OPD KEPADA PIHAK KETIGA.

DENGAN  DILAKSANAKANNYA  KEGIATAN  SOSIALISASI  INI,  DIHARAPKAN

PEMENUHAN  KEWAJIBAN  PERPAJAKAN  PARA  PESERTA  SOSIALISASI  MENINGKAT

BAIK  SECARA  FORMAL  MAUPUN  MATERIAL.  DAN  DIHARAPKAN  KEPADA  PIHAK  PT

BANK SUMUT DALAM WAKTU YANG TIDAK LAMA LAGI DAPAT MELAKUKAN LAUNCHING

APLIKASI 

CMS KORPORASI NON  KASDA SEHINGGA DAPAT SEGERA DIGUNAKAN OLEH

PARA BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU OPD DI

LINGKUNGAN  PEMERINTAH  PROVINSI  SUMATERA  UTARA  SEBAGAI  SALAH  SATU

UPAYA UNTUK PERCEPATAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA UTARA .

DEMIKIAN DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS 

DAERAH PADA ACARA TERSEBUT .


